
 

 
 
 
 
 
 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN  BUPATI  PURBALINGGA 

NOMOR 78  TAHUN 2025 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN  BUPATI  PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN 
2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 

PEMUNGUTANRETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS LINGKUNGAN 
HIDUP KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  PURBALINGGA,  
  

Menimbang   :  a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi 
dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah 
yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Purbalingga, telah ditetapkan Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 5 Tahun 202 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025; 

    b. bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Perubahan Tahun 2025, anggaran pendapatan Retribusi 
Persampahan/Kebersihan yang dikelola Dinas Lilngkungan 
Hidup terdapat perubahan dari semula Rp900.0000.000,00 
(sembilan ratus juta rupiah) menjadi Rp1.306.000.000,00 

(satu milyar tiga ratus enam juta rupiah); 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025; 

 
Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 

4286); 

 

SALINAN 



 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 15); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 
Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten 
Purbalingga Nomor 131); 

 
MEMUTUSKAN : 

  
Menetapkan     :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN 
2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
DAERAH YANG DIKELOLA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 
Pasal I 

 
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 
yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5) 
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
 
 



 

Pasal II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 
 

Ditetapkan  di Purbalingga 
pada tanggal  15 Agustus 2025  

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Ttd 
 

FAHMI MUHAMMAD HANIF 
 
Diundangkan di Purbalingga     
pada tanggal  15 Agustus 2025 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA, 
 

Ttd 
 

HERNI SULASTI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 78 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
   

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 
 

SOLIKHUN,S.H,M.H 
Pembina Tingkat I 

NIP.19730310 199903 1 007 



 

LAMPIRAN    
PERATURAN BUPATI  PURBALINGGA 
NOMOR 78 TAHUN 2025 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG 
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN 
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG 
DIKELOLA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  KABUPATEN 
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025 

 
PENJABARAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH  

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2025 

 

NO 

Jenis Retribusi 

Target 
Penerimaan  

(Rp) 

Target 

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

Rupiah % Rupiah % Rupiah % Rupiah % 

1. Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan 
1.306.000.000,00 270.000.000,00 20.67 540.000.000,00 41.35 990.000.000,00 5.80 1.306.000.000,00 100 

   
        BUPATI  PURBALINGGA, 
Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 15 Agustus 2025            

         Ttd 

     SEKRETARIS DAERAH           
KABUPATEN PURBALINGGA                             FAHMI MUHAMMAD HANIF 

 

             Ttd 
 

        HERNI SULASTI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 78 
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